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PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR  

KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

Putri Anggia1 

 

ABSTRAK 

 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak daerah, dengan objek pajak 

adalah bahan bakar kendaraan. Pengelolaan Bahan bakar kendaraan dilakukan oleh 

Pemerintah secara monopoli dengan dasar bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikelola oleh Negara dan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Salah 

satu  bentuk usaha memberikan kesejahteraan adalah dengan adanya perlindungan hukum. 

Permasalahan yang dihadapi adalah perlindungan hukum terhadap rakyat dalam pungutan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dirasakan  kurang. Rekomendasi 

penyelesaiannya, dengan pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dirasakan adil 

baik secara sosiologis bagi rakyat. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pajak Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 

 

I. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG 

 

Indonesia sebagai Negara hukum (rechstaat) mempunyai tujuan yang tercantum pada 

aturan dasar negara atau aturan pokok Negara (verfassungnorm) Undang-undang Dasar, 

lebih tepatnya pada pembukaan Undang-undang Dasar.2 Tujuan Pemerintah negar 

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan umum, 

Pemerintah Negara Indonesia banyak melakukan kebijakan.kebijakan-keibjakan tesebut 

antara lain adalah dengan meningkatkan pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan 

Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya bersal dari pajak daerah.3  

Salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBB-KB). PBB-KB merupakan pajak daerah propinsi, yaitu pajak atas  bahan bakar yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar 

yang digunakan untuk kendaraan di atas air.4 

Bentuk kebijakan Pemerintah Negara Indonesia lainnya adalah kebijakan perubahan 

harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.5 Kebijakan ini terus dilatarbelakangi 

                                                           
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 
3 Penjelasan Umumu,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan  
   Bakar Bermotor Umum 
4 Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah  dan Rretribusi Daerah, P.T Raja rafindo Persada, Jakarta, hlm. 195. 
5 Peraturan Presiden No,or 55 tahun2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri   
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006. 
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oleh terus meningkatnya harga minyak internasional, sehingga diperlukan finansial yang 

cukup untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada dasarnya, kenaikan harga 

minyak internasional memberikan dua dampak bagi perekonomian Indonesia. Pada satu 

pihak menguntungkan karena meningkatnya penerimaan dari minyak, di lain pihak 

menimbulkan masalah karena meningkatnya sbsidi Pemerintah dan meningkatnya biaya 

produksi bagi dunia usaha, karena BBM untuk industry tidak lagi disubsidi Pemerintah. 

Pada kenyataannya kebijakan harga jual eceran BBM lebih menimbulkan 

permasalahan. Empat puluh persen dari penduduk Indonesia yang tadinya berada di atas 

garis kemiskinan (10,5% dari total penduduk), dengan kenaikan harga BBM ini akan turun 

statusnya menjadi masyarakat miskin. Hal ini disebaban BBM tersebut membebani 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ongkos angkutan umum otomatis lebih tinggi 

darisebelumnya diiikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dua kebijakan di atas memiliki objek yang sama yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Berdasarkan paparan di atas harga BBM sangat signifikan dalam mempengaruhi 

kelangsungan hidup penduduk. BBM dalam pemakaiannya dikenakan pajak, baik pajak 

pusat maupun pajak daerah. Dalam pengolahan dan pengelolaannya, BBM dikenakan pajak 

pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)6 dan pajak daerah yaitu Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBB-KB)7, sehingga terhadap objek yang sama yaitu BBM 

dikenakan lebih dari satu pajak. Pajak-pajak tersebut dibebankan kepada konsumen 

langsung. BBM seabgai kebutuhan pokok di zaman modern ini ternyata sangat kompleks 

dalam penentuan harg jual eceran langsung kepada rakyat sebagai konsumen. Harga jual 

eceran tersebut lebih cenderung memberatkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum jauh 

dari keberhasilan. 

Pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya mempunyai pertimbangan 

yang luas dan matang. Salah satu tujuan umum pada setiap kebijakan Pemerintah tersebut 

tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap rakyat karena hakikat dari setiap produk 

hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhdap subjek hukumnya. Rakyat 

merupakan subjek hukum dalam hubungan hukum dengan Pemerintah. Dalam hubungan 

hukum, masing-masing subjek hukum mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum. Di samping perlindungan hukum sebagai hak rakyat, sudah menjadi kewajiban 

Pemerintah sebagai aparat publik untuk mewujudkannya. Pada Peraturan Pemerintah 

mempunyai dasar tujuan tersendiri dalam penerapannya yang tidak lain adalah untuk 

kepentingan umum, jika pada kenyataannya tidak dapat tercapai atau kurang berhasil sesuai 

harapan, bahkan menjadi menyimpang maka perlindungan hukum tidak dapat terpenuhi. 

Perlindungan hukum dalam pembahasan ini selain dipandang dari pengenaan pajak 

terhadap BBM juga dapat dipandang dari realisasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta tentang Pajak Daerah8 dan peraturan yang terkait pada hierarki di atasnya. 

 

                                                           
6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 409a/KMK.04/1990 tentang Tata Cara Pemungutan   
   Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak, Bukan Bahan  
   Bakar Minyak, Produk Lain dan Pelayanan Jasa oleh PERTAMINA 
7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan  
   Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
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II. PEMBAHASAN 

 

1.  Pajak Daerah 

Pajak merupakan suatu kebijakan Pemerintah dalam bidang keunagan Negara. Definisi 

pajak bermacam-macam menurut para ahli, tetapi dapat disimpulkan ciri-ciri pokok yang 

melekat  pada pengertian pajak, adalah: (a) pajak dipungut berdsarkan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah; (c) pajak dipungut oleh 

Negara baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah; (d) pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat 

surplus, dipergunakan untuk public investment; (e) pajak dapat pula mempunyai tujuan 

selain budgeter, yaitu mengatur.9 

Pajak digolongkan ke beberapa jenis kelompo, yaitu menurut golongan (pajak 

langsung dan pajak tidak langsung), menurut sifatnya (Pajak subjektif dan pajak objektif), 

dan menurut lembaha pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah). Berdasarkan lembaga 

pemungutnya, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah.10 

Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup untuk dapat memiliki keuangan 

yang memadai. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu: 

“pertama, Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah 

direstui pemerintah pusat; Kedua, Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak 

ketiga, pada uang atau bank melalui pemerintah pusat; Ketiga, ikut ambil bagian dalam 

pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah; keempat, Pemerintah daerah dapat 

menambah tariff subsidi dari pusat.”11  

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-udnang tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah12 adalah “Iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.” 

Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H merumuskan pajak daerah sebagai pajak local atau 

pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, sperti propinsi, 

kotapraja, kabupaten. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai 

berikut: Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai 

pajak daerah; penyerahan dilakukan berdasarkan UU; pajak daerah dipungut oleh daerah 

berdasarkan kekuatan UU dan atau peraturan hukum lainnya.13 

Peranan pajak daerah bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah juga Nampak dalam fungsinya yang budgetair, pajak daerah dan pajak pemerintah 

                                                           
9 Waluyo, Wirawan B Ilyas, 2003, Perpajakan Indonesia, PT. Salemba Empat, Jakarta, hlm. 5 
10 Mardiasmo, 2000, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001, Andi Yogyakarta, hlm. 6-7 
11 Devas Nick, dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UII Press, Jakarta, hlm. 150. 
12 Ayat 6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
13 Rochmat Soemitro, 2010, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, Eresco, Jakarta, hlm. 29. 
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pusat yang diserahkan kepada daerah dan pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada 

daerah di samping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.14 

Dalam pengaturannya untuk mencegah pemungutan pajak ganda yang akibatnya 

sangat memberatkan WP (pungutan pajak ganda terjadi apabila suatu objek dikenakan 

pajak sejenis untuk kedua kalinya, meskipun dengan nama lain) menurut R. Santoso 

Brotodihardjo, perlu adanya penggalian lapangan pajak daerah oleh Negara, sehingga tidak 

terjadi overlapping dan asas pemungutan pajak “keadilan” dapat tercapat.15 

Pajak daerah terbagi ke dalam pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah 

tingkat II (kabupaten). Dalam hal ini pajak propinsi dan pajak kabupaten terbagai dalam 

beberapa henis yaitu sebagai berikut: (a) Jenis pajak propinsi terdiri dari: Pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraaan di atas air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; (b) Jenis pajak 

kabupaten/kota terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.16 

 

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor (PBB-KB) 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah tingkat propinsi. Jenis 

pajak ini jarang dibicarakan, padahal pajak ini cukup menarik untuk dibahas karena objek 

pajaknya termasuk kebutuhan pokok di dalam kehidupan modern ini, sehingga Pemerintah 

banyak berperan dalam menentukan segala kebijakan-kebijakan penggunannya, termasuk 

pengenaan pajak maupun penentuan harga jual eceran langsung untuk dikonsumsi langsung 

oleh rakyat. Untuk penjelasan selanjutnya tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor17 mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan 

dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah 

pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk 

bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air, PERTAMINA dan produesn 

lainnya merupakan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor untuk pemakaian BBM oleh 

konsumen. Lembaga penyalur objek pajak ini antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untu ABRI (SPBA), Agen Premium 

dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packade Dealer, Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). PERTAMINA dan 

penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya sebagai pemungut Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan pemungut, sedangkan objek PBB-

KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan 

untuk kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Subjek PBB-

KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib PBB-KB yaitu subjek yang 

langsung membayar pajak, adalah orang pribadi dan atau yang menggunakan bahan bakar 

                                                           
14 Ibid, hlm. 3. 
15 R. Santoso Brotodihardjo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 104 
16 Pasal 2 Udnang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
17 Pasal 1-7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan,   
    Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan PBB-KB yaitu pada nilai jual bahan 

bakar kendaraan bermotor. Nilai jual sebagaimana dimaksud adalah harga jual sebelum 

dikenakan PPN dan PBB-KB. Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). PBB-

KB dipungut di wilayah Daerah Propinsi. Wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud, 

didasarkan pada tempat Lembaga Penyalur dan Konsumen Langsung bahan bakar 

kendaraan bermotor berada.18 

 

3. Pengertian Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum pada setiap literature yang membahas tentang 

perlindungan hukum mempunyai pengertiaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap  

Penulis menyesuaikan dengan hubungan hukum yang terbentuk antara subjek hukum. 

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tempat berlindung atau hak 

(perbuatan) memperlindungi, sedangkan hukum dapa didefinisikan sebagai keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang  berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.19 Pengertian Perlindungan hukum dengan 

memandang hubungan hukum secara umum, berdasarkan pemaparan sebelumnya yaitu, 

perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin Negara, yang apabila 

hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum.20  

 Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum dalam bidang perdata 

dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Pembedaan ini berdasarkan sifat dan 

kedudukan Pemerintah (sebagai salah satu subjek hukum) dalam melakukan tindakan 

hukum. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum 

public (publiek rectpersoon, public legal entity) dan sebagai pejabat (ambtsdrager) dari 

jabatan Pemerintah. Ridwan H.R menjelaskan bahwa ketika Pemerintah melakukan 

tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan 

tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika 

Pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan 

tunduk pada hukum administrasi Negara.21  

 Perlindungan hukum dalam bidang perdata, di mana salah satu subjek hukumnya 

adalah Pemerintah, kapasitas Pemerintah di sini adalah untuk melaksanakan hubungan 

keperdataan. Permasalahannya apakah Pemerintah dapat digugat di depan hakim perdata. 

Dalam bukunya Riwan H.R menjelaskan pemaparan Kranenburg mengenai 7 konsep 

permasalahan apakah Negara dapat digugat di muka hakim perdata. Dari 7 konsep tersebut 

terdapat 4 konsep yang sesuai dengan penulisan ini. Yaitu oertama, konsep yang 

membedakan Negara sebagai penguasa dan Negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa 

Negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiskus Negara dapat saja digugat. 

                                                           
18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Pajak   
     bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
19 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 40. 
20 Sigid Rianto, tth. Laporan Hasi Penelitian, FH UGM, hlm. 14. 
21 Ridwan H.R, 2008, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. 



6 
 

Konsep yang kedua adalah konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah 

suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah oleh perdata. Konsep ketiga, konsep yang 

mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagai dasar untuk 

menggugat Negara. Konsep ini tidaklah mempemasalahkan apakah yang dilanggar itu 

peraturan hukum public ataukah peraturan hukum perdata. Sedangkan yang keempat, 

konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa Negara dan alat-alatnya 

bertanggungjawab terhadap segala tindak tanduknya, apapun aspeknya (hukum public 

maupun hukum perdata), memperhatikan tingkah laku manusiawi normal. 22  Perlindungan 

hukum terhadap tindakan hukum Pemerintah, dalam kapsitasnya sebagai wakil rakyat dari 

badan hukum publik, dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan Pemerintah dalam 

hal ini tidak bebeda dengan sesorang atau badan hukum perdata yaitu sejajar, sehingga 

Pemerintah dapat menjadi tergugta maupun Penggugat. Dengan kata lain, hukum perdata 

memberikan perlindungan yang sama baik kepada Pemerintah maupun seseorang atau 

badan hukum perdata.23 

 Pada perlindungan hukum dalam bidang publik, hubungan hukum antara para subjek 

hukum (Pemerintah dengan rakyat) adalah tidak seimbang. Pemerintah memaksakan 

kehendaknya (melalui peraturan yang dikeluarkan olehnya) secara sepihak. Manurut 

Ridwan H.R. bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum Pemerintah 

itu tergantung pada kehendak sepihak dari Pemerintah.24  Keputusan dan ketetapan sebagai 

instrument hukum Pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi 

penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga Negara, apalagi dalam Negara 

hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah untuk 

mencampuri kehidupan warga Negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi 

warga Negara terhadap tindakan hukum Pemerintah.25 Dalam penjelasannya, Ridwan H.R 

memandang tindakan hukum Pemerintah di sini sebagai tindakan administrasi Negara, 

sehingga Ridwan HR membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam bidang public 

ke dalam 2 macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.26 

Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat 

bentuk yang definitive. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan 

untuk menyelesaikan.27 

 

4. Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta 

                                                           
22 Ibid, hlm. 213-214 
23 Ibid, hlm. 216-217 
24 Ibid, hlm. 217 
25 Ibid, hlm. 217 
26 Ibid, hlm. 219 
27 Ibid, hlm. 219 
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Perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara rakyat dengan Pemerintah dapat 

ditinjau dari pemberlakuan secara konkret suatu produk hukum. Adapun tujuan pokok dari 

hukum adalah Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan. Trecapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi 

kepentingan manusia.28  

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap PBB-KB dapat dipandang dari objek 

pajak dan Subjek Pajaknya. Objek PBB-KB merupakan produk yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, sehingga perlindungan hukum seyogyanya sdah diupayakan oleh Pemerintah 

sejak pengelolaan yaitu sebelum sampai ke tangan rakyat sebagai konsumen. Rakyat dalam 

pembahasan ini mempuyai kedudukan sebagai Subjek Pajak dan konsumen. Pada penulisan 

hukum ini memaparkan perlindungan hukum terhadap rakyat sebagai Subjek Pajak dan rakyat 

sebagai konsumen dalam pungutan PBB-KB. 

Perlindungan hukum terhadap WP dengan upata keberatan dan banding sebagai 

penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

perpajakan antara WP atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan 

penagihan pajak dengan surat paksa.29 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa, perlindungan hukum berupa 

keberatan dan gugatan tanpa adanya objek sengketa yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh 

Pejabat maka tidak dapat diajukan sengketa sedangakan, dalam PBB-KB WP dalam 

membayar pajaknya tidak terlibat langsung dengan fiskus dan tidak terdapat keutusan sebagai 

objek sengketa yang ditujukan kepada WP secara langsung. Selain itu, WP tidak mengetahui 

adanya pungutan pajak ini maka, perlindungan hukum dengan upaya keberatan dan banding 

dalam PBB-KB jika diperhatikan tidak dapat diupayakan oleh WP melainkan Wajib Pungut 

yang terlibat langsung secara administrasi dengan fiskus. Dalam hal ini menunjuk Wajib 

Pungut PERTAMINA yang melaporkan dan menyetorkan PBB-KB. 

Perlindungan hukum terhdap rakyat sebagai Subjek Pajak dalam pungutan PBB-KB dapat 

ditelaah pada realisasi alokasi pendapatan pajak ini, berdasarkan hasil wawancara pegawai 

BPKD, yang menjelaskan bahwa reaisasi alokasi pendapatan pajak daerah berdasarkan 

intensitas kepentingan di lapangan. Pada kenyataannya realisasi alokasi pajak Daerah belum 

mencapai target yang bias dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat marginal dan 

masyarakat miskin. Bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta realisasi tersebut masih berpihak 

kepada para pengusaha terbukti dalam penyusunan kebijakan propinsi di DIY yang berkaitan 

pajak, mayoritas yang menjadi korban adalah masyarakat miskin danmarginal menurut data 

pengaduan dan laporan di LBH Yogyakarta.30 

                                                           
28 Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 71 
29 Angka 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak  
30 Data dan Laporan Pengaduan LBH Yogyakarta oleh Iwan Kurniawan, S.H sebagai Ka.Bid Operasional/Ka.Div 
Hak   
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Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa hak rakyat setelah menunaikan kewajibannya 

dengan membayar pajak belm didapatkan secara merata terhadap realisasi alokasi pajak. 

Realisasi pendapatn daerah digunakan pada sarana dan prasarana kepentingan umum dengan 

dasar penyelenggaraan kepentingan umumtetapi di masyarakat terdapat bermacam-macam 

kelas ekonomi yang mengidentifikasikan tingkat kesejahteraan masing-masing sehingga, 

pemerataan realisasi alokasi pendapatan perlu dipertimbangkan. Hal ini agar dapat tercapai 

kesejahteraan umum. 

Rakyat sebagai subjek pajak dalam perlindungan hukum pungutan PBB-KB mempunyai 

hak dasar untuk memperoleh informasi.31 Pelaporan dan penyetoran pemakaian bahan bakar 

kendaraan bermotor dan perhitungan PBB-KB murni dilakukan ileh PERTAMINA sehingga, 

BPKD tinggal menerima laporan saja. Oleh karena itu keterangan lengkap ada pada 

PERTAMINA. Namun dalam perolehan data maupun informasi yang dilakukan oleh BPKD 

maupun pihak luar sult untuk mengaksesnya. PERTAMINA adalah BUMN yang pada 

hakikatnya lebih berorientasii pada pelayanan publik, berbeda dengan badan usaha swasta 

yang lebih berorientasi profit. Peran PERTAMINA sangat penting dikarenakan hak monopoli 

yang dimilikinya atas pengelolaan dan penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor di seluruh 

Indonesia. PERTAMINA sebagai BUMN, maka dalam pengelolaan kegiatan di PERTAMINA 

harus dapat pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia secara berkala. Agar ada 

pertanggungjawaban kepada public dibutuhkan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, 

termasuk dalam hal untuk mendapatkan setiap informas yang berkaitan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber dara alam tersebut oleh PERTAMINA.32 

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dalam bentuk hak 

untuk mendapatkan informasi tidak didapatkan pada akses informasi dan data PBB-KB 

kecuali data dan informasi di BPKD. Dalam hal ini PERTAMINA bersikap tertutup. 

Dalam hubungan hukum yang bersifat publik, maka rakyat berkedudukan sebagai 

konsumen. Hal ini disebabkan terdapat hubungan jual beli pada penyampaian objek pajak ke 

subjek pajak. Hubungan hukum perjanjian jual beli merupakan hubungan hukum keperdataan, 

sehingga perlindungan hukum dapat ditinjau dari perlindungan konsumen. Bentuk-bentuk 

perlindungan konsumen bagi rakyat sebagai konsumen objek pajak PBB-KB dapat berupa: 

konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan harga jual artinya kualitas barang 

sepadan dengan harga yang dipatok oleh produsen.33   

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah berwenang dalam menerapkan 

kebijakan perpajakan terhadap bahan bakar kendaraan bermotor dalam pertimbangannya 

sebagai production cost atau penutupan biaya lainnya. Namun, perlu diperhatikan hak-hak 

                                                                                                                                                                                      
    Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Yogyakarta 
31 Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 
32 Laporan LBH Yogyakarta oleh Iwan Kurniawan, S.H sebagai Ka.Bid Operasional/Ka.Div Hak Ekonomi, Sosial, 
dan   
    Budaya LBH Yogyakarta 
33 Huruf b Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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konsumen sesuai yang tercantum pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Hal ini ditambah lagi dengan kedudukan konsumen sebagai rakyat, 

yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. 

Bentuk konkret perlindungan hukum di sini di antaranya pemerintah dari Departemen 

Metrologi secara rutin dalam waktu periodic 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap 

ukuran literan SPBU-SPBU dan kemurniannya. Departemen Metrologi merupakan suatu 

departemen Negara yang mempunyai kewenangan untuk menera. Menera ialah hal menandai 

dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keteranga-

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 

pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan ats alat-

alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.34 

Hal lain yang menjadi alasan perlunya perlindungan hukum bagi rakyat adalah bahwa 

kedudukan konsumen dalam mengkonsumsi bahan bakar kendaraan bermotor sebagai bahan 

pokok mempunyai daya beli, sehingga untuk sebagian rakyat bahan bakar  kendaraan 

bermotor merupakan kebutuhan hidup yang primer.35 

Dari paparan-paparan di atas, dapat diketahui bahwa konsumen dalam mengkonsumsi 

bahan bakar kendaraan bermotor sebagai bahan pokok mempunyai daya beli rendah 

disebabkan karena produsen penyedia produk di sini adalah tunggal yaitu karena produsen 

penyedia produk di sini adalah tunggal yaitu PERTAMINA. Perlindungan hukum yang perlu 

diberikan adalah dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan kelas masyarakat agar keadilan 

dapat tercapai secara objektif. Upaya perlindungan hukum diperlukan dalam konkretisasi 

penerapan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. 

Perlindungan hukum terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dilakukan 

dengan mengeluarkan special threatment terhadap perusahaan yang dikenakan PBB-KB 

sehingga output-nya tidak langsung membebani konsumen, selain itu Pemerintah juga perlu 

untuk mengklasifikasi pembebanan pajak PBB-KB terhadap sektor industri.36 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang 

dapat diupayakan dengan adanya kebijakan pungutan PBB-KB untuk sektor industry adalah 

pengklasifikasian terhadap sektor industry yang hendak dikenakan pajak dengan harus 

mempertimbangkan produk dan konsumen. 

Dari berbagai papran, analisis dan pembahasan beberapa sub bab di atas dapat diketahui 

bahwa pada kebijakan pungutan PBB-KB terdapat ketidaksesuaian pada landasan sosiologis 

yaitu kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah. Ketidaksesuaian ini sama halnya dengan asas 

setiap orang dianggap tahu undang-undang (iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius 

ignorare consetur) yang tidak tercermin dalam pungutan PBB-KB. Namun demikian, 

ketidaksesuaian tersebut tidak mempengaruhi pemerintah dalam penerapan pungutan PBB-KB 

                                                           
34 Huruf q Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal  
35 Laporan LKY oleh Bapak Widiantoro, S.H., M.H., sebagai Anggota Dewan Pengurus Lembaga Konsumen  
    Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Hukum Pengajar Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Atmajaya 
36 Ibid 
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karena diterbitkan kebijakan berikutnya yaitu penegasan terhadap pungutan PBB-KB untuk 

industri. Sistem perlindungan hukum bagi rakyat di DIY terhadap pungutan PBB-KB dalam 

realisasi alokasi PBB-KB belum secara merata dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. 

Perlindungan hukum untuk mendapatkan informasi sebagai hak dasar manusia tidak tercermin 

dari sikap PERTAMINA yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Perlindungan hukum 

bagi rakyat sebagai konsumen dalam pungutan PBB-KB belum terealisasi secara penuh. Hal 

ini dapat diketahui dari PERTAMINA sebagai produsen tunggal bahan bakar kendaraan 

bermotor menjadikan rakyat tidak memiliki pilihan. Selain itu juga dapat diketahui dari 

penerapan kebijakan PBB-KB untuk sektor industri kurang memihak pada konsumen produk 

industri tersebut.  

 

IV PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terdapat ketidaksesuaian 

pada landasan sosiologis yaitu kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan 

penerapanasas setiap orang dianggap tau undang-undang (iederen w ordt geacht de wet 

te kennen, nemo ius ignorare consetur ) Namun demikian, ketidaksesuaian tersebut 

tidak mempengaruhi pemerintah dalam penerapan pungutan PBB-KB karena 

diterbitkan kebijakan terbaru yaitu penegasan terhadap pungutan PBB-KB untuk 

sektor industri. Sistem perlindungan hukum bagi rakyat di DIY terhadap pungutan 

PBB-KB dalam realisasi belum secara merata dirasakan oleh setiap lapisan ekonomi 

masyarakat. Perlindungan hukum untuk mendapatkan informasi sebagai hak dasar 

manusia tidak tercermin dari sikap PERTAMINA yang tidak transparan dan tidak 

partisipatif. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai konsumen dalam pungutan PBB-

KB belum terealisasi secara penuh. Hal ini dapat diketahui dari PERTAMINA sebagai 

produsen tunggal bahan bakar kendaraan bermotor dan dari penerapan kebijakan PBB-

KB untuk sektor industri yang kurang memihak pada konsumen produk industri 

tersebut. 

2. Saran 

         BPKD seyogyanya melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada 

rakyat DIY terhadap pungutan PBB-KB. BPKD atau Pemerintah Daerah 

mengupayakan PERTAMINA untuk bersikap transparan dan partisipatif dalam 

pemberian inforamasi maupun data mengenai PBB-KB. 

  Pemerintah pusat seyogyanya mengusahakan perlindungan hukum pada 

pencegahan monopoli pengelolaan bahan bakar kendaraan bermotor dengan 

pengelolaan oleh produsen ebih dari satu sedangkan Pemerintah Daerah seyogyanya 

merealisasikan alokasi pendapatan pajak secara merata pada setiap lapisan ekonomi 

masyarakat. 
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